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KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN NATUNA
NOMOR : 38 TAHUN 2025

TENTANG
STANDAR OPERASIONAL DAN PROSEDUR (SOP)
INOVASI PELAYANAN PUBLIK KOPT AWAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN NATUNA,

Menimbang  : a. Bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan Pemerintahan yang baik
berdasarkan kompetensi yang dimiliki, untuk terpenuhinya hak-hak
masyarakat dalam memperoleh pelayanan publik secara maksimal
serta mewujudkan partisipasi dan ketaatan Aparatur dalam
meningkatkan kualitas pelayanan publik, maka perlu ditetapkan
standar Operasional Prosedur,

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pda huruf a,
maka perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas tentang
SOP Inovasi Pelayanan Publik di Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpada Satu Pintu Kabupaten Natuna;

Mengingat 2 L Undang-undang 53 tahun 1999 tentang pembentukan kabupaten
pelalawan, kabupaten rokan hulu, kabupaten rokan hilir, kabupaten
siak, kabupaten karimun, kabupaten natuna, kabupaten kuantan
singingi, dan kota batam (Lembarann Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Nagara Republik
Indonesia Nomor 3902, sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang
perubahan ketiga atas Undang-undang No 53 Tahun 1999
pembentukan kabupaten pelalawan, kabupaten rokan hulu, kabupaten
rokan hilir, kabupaten siak, kabupaten karimun, kabupaten natuna,
kabupaten kuantan singingi, dan kota batam (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 nomor 107, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 4880);

2, Undang-undang Nomor 25 Tahun 2002 Tentang Pembentukan
Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2002 Nomor 11,1 ramuaran Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 42371);

3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);



10.

1L,

12.

13.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan undang-
undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Transakasi
Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4843);
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor
114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72
Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18
Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6402);

Peraturan  Pemerintah Nomor 05 Tahun 2021 Tentang
Penyelanggaraan Perizinan Berusaha Berbasis resiko;

Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaran
Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 221);

Peraturan menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 13 Tahun
2009 tentang Pedoman Peningkatan Kualitas pelayanan Publik dengan
partisipasi masyarakat;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang
Standar Opersional Prosedur dilingkungan Pemerintah Provinsi dan
Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 704),

Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang pedoman
penyusunanan  Standar  Operasional  Prosedur  Administrasi
Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor
649);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 Tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956),

Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 6 Tahun 2012 tentang
Penbentukan dan Susunan perangkat Daerah (Lembaran Daerah
kabupaten Natuna Tahun 2016 Nomor 6) sebaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Natuna
Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan
Daerah Kabupaten Natuna Nomor 6 Tahun 2016 Tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat (Lembaran Daerah Kabupaten
Natuna Tahun 2019 Nomor 11);



Menetapkan
KESATU

KEDUA

14.

15.

Peraturan Bupati Natuna Nomor 16 Tahun 2021 tentang Susunan
organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemerintah
Kabupaten Natuna (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2019
Nomor 39);

Peraturan Bupati Natuna Nomor 81 Tahun 2024 Tentang
Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Dan
Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Natuna;

MEMUTUSKAN

Standar Operasional Prosedur (SOP) Inovasi Pelayan Publik Kopi Awan
Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten
Natuna sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini,

Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan
diadakan perubahan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata
terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Ranai
Pada Tanggal . 07 Februari 2025

a.n. . BUPATI NATUNA,

& X m@;@qm DINAS




SOP INOVASI PELAYANAN PUBLIK KOPI AWAN

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA DPMPTSP
KABUPATEN NATUNA

NOMOR 38 TAHUN 2025

TENTANG STANDAR OPERASIONAL DAN PROSEDUR (SOP)
INOVASI PELAYANAN PUBLIK KOPI AWAN

Keterangan
No | Kegiatan Petugas Kopi Masyarakat/ Pendamping BPJPH
Awan komunitas Halal/P3H Kelengkapan Waktu Output
UMKM
1. | Tim Kopi Awan mengidentifikasi data Dokumen pelaku usaha 30 menit Dokumen
pelaku usaha UMKM dari sistem OSS
maupun dari Dinas terkait
2, Tim Kopi Awan mendatanngani komunitas v Dokumen pelaku usaha/pemeriksaan dokumen Tergantun | Daftar peserta
UMKM/komunitas UMKM datang ke Tim g lokasi UMKM yang ikut
Kopi Awan kegiatan
3. | Fasilitasi Pelayanan Perizinan dan Laptop dan Teknologi Informasi 15 menit Perizinan
dokumentasi —
4. | Cetak dokumen perizinan v Perizinan Berusaha 5 menit Dokumen
5. Penyerahan dokumen perizinan (NIB) - Jika NIB terbit. KBLI nya tidak perlu sertifikat halal, proses 1 menit Dokumen
< selesal
b - Jika membutuhkan sertifikat halal maka lanjut proses sertifikat
4 halal. perizinan+dokumen persyaratan untuk pengajuan sertifikat
halal
6. Pemeriksaan dokumen dan bahan produk Bahan produk yg digunakan untuk kegiatan usaha yg tertera dalam | 10 menit | Dafiar bahan yang
e NIB sudah diverifikasi,
& - Jika sesuai Y (Ya) lanjut penginputan dokumen usaha
= - Jika Tidak perbaikan dokumen vang valid,
7. | Fasilitasi penginputan data kesistem ! : Laptop dan Teknologi Informasi 20menit | Dokumen
HALAL
N
8. | Verifikasi Pendamping halal ~ proses pengecekan dan pembenaran data produk 10 menit | Dokumen
9. Persetujuan BPJPH T - Jika Y (setuju) terbit sertifikat halal Sesuai Dokumen
- Jika T (tidak)revisi & upload ulang dokumen NSPK
BPJPH
y 5 menit Dokumen

10. | Penyerahan Sertifikat halal




